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Abstrak

PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan Pajak Penghasilan dalan tahun berjalan melalui
pemotongan pajak atas penghasilan yang diterimanya oleh Wajib Pajak dalam negeri
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, ataupun jasa dan lain sebagainya yang
sebuhungan dengan pekerjaan sebagai imbalan yang didapatkan. Dalam Penelitian ini
peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari
data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan
bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan bahwa Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 diantaranya
Wajib Pajak mendaftarkan diri ke KPP dan Pegawai penerima pensiun berkala dan bukan
pegawai, wajib membuat surat pernyataan yang berisi tentang Jumlah Tanggungan
Keluarga kepada pemotong pajak di awal tahun atau sejak menjadi subjek pajak dalam
negeri

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode Literatur

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assesment, dengan sistem tersebut
Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang
terutang dalam suatu tahun pajak (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Perhitungan
Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan
Pajak Penghasilan (Putri & Ghazali, 2021) (Putri, 2021). Pajak penghasilan adalah suatu
pemungutan resmi Yyang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atas
penghasilan yang diterima ataupun yang diperolehnya dalam tahun pajak (Hendrastuty et
al., 2021)(Sari, 2014).Yang berfungsi untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam
hidup berbangsa dan bernegara atas kewajiban yang harus dilaksanakan untuk membiayai
kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti

kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya.
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Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara (ANGGARINI &
PERMATASARI, 2020). Salah satu jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan
21 atau PPh Pasal 21 (Novita & Husna, 2020a). Penghasilan yang dimaksud adalah berupa
gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi
dalam negeri. Subyek dari pajak PPh 21 adalah pegawai atau karyawan yang melakukan
pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang lebih dari cukup (Maryana & Permatasari,
2021). Sedangkan objek pajak PPh 21 adalah setiap tambahan yang diterima Wajib Pajak
(WP) dalam bentuk apapun ialah penghasilan secara teratur (Ahluwalia et al., 2021)
(Damayanti et al., 2020).

KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang
sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya yang telah diatur dalam Pasal
21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 36 Tahun 2008 (Putri, 2021) (Anggarini, 2021). PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan
Pajak Penghasilan dalan tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang
diterimanya oleh Wajib Pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
ataupun jasa dan lain sebagainya yang sebuhungan dengan pekerjaan sebagai imbalan yang
didapatkan (Fitranita & Wijayanti, 2020) (Khamisah et al., 2020). Sesuai dengan
Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Permana &
Puspaningrum, 2021).

Adapun objek Pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dipotong, yaitu :

1) Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang berisfat

teratur maupun yang tidak teratur (Octavia et al., 2020).

2) Penghasilan yang diterima oleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun

atau penghasilan sejenisnya (Al-Ayyubi et al., 2021).
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3) Penghasilan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa pesangon, tunjangan atau

jaminan hari tua.

4) Penghasilan pegawai tidak tetap seperti upah harian, mingguan, Borongan atau upah

yang dibayarkan secara bulanan.

5) Imbalan kepada bukan pegawai yaitu honorarium, komisi, dan imbalan lainnya yang
sebuhungan dengan pekerjaan, jasa, serta kegiatan yang dilakukannya.

Penghasilan yang tidak dikenakan Pajak PPh Pasal 21

1. Pembayaran santunan, zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari Lembaga yang
di Lembaga yang disahkan oleh pemerinta, asuransi kesehatan dan kecelakaan
(Nani & Ali, 2020)

2. Natura.

3. luran pensiun yang telah disahkan Menkeu.

4. Bea siswa, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) | UU PPh
Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib Pajak yang dipotong atas penerimaan penghasilan pada orang pribadi PPh Pasal 21,

yaitu :

a. Pegawai, karyawan/i tetap Orang pribadi yang bekerja dan memperoleh gaji dalam
jumlah tertentu secara berkala (Rahmawati & Nani, 2021).

b. Pegawai, karyawan/i lepas Orang pribadi yang bekerja untuk menerima upah jika ia

bekerja.

c. Penerimaan honorarium Orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan
jasanya dan memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan (Nani & Lina,
2022).

d. Penerima upah Orang pribadi yang jasanya diberi upah, seperti upah harian, Borongan,
satuan, dll.
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Yang tidak termasuk objek wajib pajak PPh Pasal 21, yaitu :

a) Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan

orang-orang yang diperbantukan bekerja dan bertempat tinggal bersama dengan syarat ;

> Bukan Warga Negara Indonesia, dan

> Di Indonesia tidak menerima atau mendapatkan penghasilan lain di luar jabatan atau

pekerjaan sendiri, serta Negara yang bersangkutan harus memberikan perlakuan timbal
balik.

b) Pejabat perwakilan organisasi Internasional, yang dimkasud dalam Pasal 3 ayat (1) E
UU Pajak Penghasilan yang ditetapkan oleh Menkeu dengan syarat bukan WNI dan tidak
menjalankan usaha atau pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
(Nani & Ali, 2020) (Rahmawati & Nani, 2021).

Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
> Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terbaru
1. Penghasilan kena pajak bagi :

a. Pegawai tetap

b. Penerima pensiun berkala

c. Pegawai tidak tetap (yang penghasilannya dibayar secara bulanan/jumlah komulatif
penghasilan yang diterimanya dalam 1 bulan full lebih dari Rp 3.000.000

2. Jumlah penghasilan yang >Rp 300.000/hari bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas yang menerima upah harian, mingguan, satuan, dan upah borongan dengan
penghasilan komulatif yang diterimanya dalam 1 bulan >Rp 3.000.000 (Nani & Lina,
2022).

3. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai dalam Peraturan
Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3C yang menerima imbalan serta
sifatnya tidak berkesinambungan (Nur, 2021).
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4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain mneriman
penghasilan di atas (Lina & Nani, 2020).

5. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.
> Pemotongan Pajak yang Memotong Pajak Penghasilan Pasal 21

1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan uasah atau jasa.

2) Bendahara Pemerintah baik Pusat maupun Daerah

3) Dana pensiun seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan PT Taspen

4) Badan yang membayar honorarium kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak

luar negeri, tenaga Pendidikan, pelatih, dan magang

5) orang pribadi yang melakukukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
6) penyelenggara kegiatan

> Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
* Pegawai tetap

» Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, peng elola proyek,
peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan
kegiatan sejenis (View of Exploring the Relationship between Formal Management Control
Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership
Characteristics.Pdf, n.d.) (Novita & Husna, 2020b).

* Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang

menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (Nani, 2020).
* Penerima honorarium, upah, dan peserta kegiatan

* Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan
Aktuaris)
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METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau
studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca
jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di
perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini
adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh,
kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh
pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan
data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen.
Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet
(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik .

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21
A. Hak-Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada
pemotong pajak dan mengecek/meneliti jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah
dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan (Novita
etal., 2020) (Pratama et al., 2022).

2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, apabila
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pegawai pemotong pajak tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pemotongan
(Novita & Husna, 2020a).

3. Wajib pajak berhak mengajukan banding kepada badan peradilan pajak dalam jangka
waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan Direktur Jendrak Pajak yang
berhubungan dengan keberatannya (Wahyuni et al., 2021)(Fadly & Alita, 2021)

Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

* Wajib Pajak mendaftarkan diri ke KPP
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» Pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan

yang berisi tentang Jumlah Tanggungan Keluarga kepada pemotong pajak di awal tahun
atau sejak menjadi subjek pajak dalam negeri (Fauzi et al., 2021) (Suwarni & Handayani,
2021).

Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21
A. Hak-Hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21

1) Pemotongan pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka

waktu dalam penyampaian STP tahunan PPh Pasal 21

2) Pemotongan pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada STP tahunan

terhadap pajak yang terhutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan (Strategi
Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan
Business Model Kanvas, 2020).

3) Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri STP dengan menyampaikan
pernyataan tertulis kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat atau tempat lain yang
ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak sepanjang belum dimulainya Tindakan pemeriksaan
(Larasati Ahluwalia, 2020) (Lina & Ahluwalia, 2021).

4) Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Kepala Inspeksi pajak
suatu ketetapan pajak

5) Pemotong pajak berhak mengajukan banding kepada badan peradilan pajak

terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak mengenai keberatan

ketetapan pajak (Fauzi et al., 2020).
Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21
= Wajib mendaftarkan diri ke KPP

= Wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal

21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan (Anggarini et al., 2021)
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= Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 yang dipotong wajib disetorkan ke kantor Pos
atau bank paling lambat 10 hari masa pajak berakhir/jatun tempo (Ahluwalia, 2020)

= Pemotong pajak wajib lapor sekalipun itu nihil dalam jangka waktu 20 hari setelah masa
pajak berakhir (Anggarini et al., 2021)

= Wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
Pasal 26 untuk setiap masa pajak

= Wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai dengan ketentuan

= Wajib membuat bukti pemotongan dan diberikannya kepada penerima penghasilan
(Wajib Pajak)

> Penghasilan dan Biaya yang Dikenakan Pajak

% Penghasilan bruto (honorarium, upah, gaji, bunga, komisi, imbalan, uang pensiun, dan

uang pesangon) (Larasati Ahluwalia, 2020).

% Biaya jabatan (khusus untuk pegawai tetap) sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal

yang diperolehnya Rp 6.000.000/tahun dan Rp 500.000/bulan (Lina & Ahluwalia, 2021).

+ luran pensiun atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar pegawai sendiri atas dana pensiun

yang disetujui oleh Menkeu dan jumlah tidak dibatasi(Ahluwalia, 2020).

< Biaya pensiun yang menerima pensiun berkala bulanan kena 5% dari uang pensiun.

Maksimal yang dikenakan ialah sebesar Rp 2.400.000/tahun dan Rp 200.000/bulan
SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PPh
Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang priba di dalam negeri.
Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terbaru pada tahun 2013 untuk memotong Pajak
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Penghasilan Pasal 21 berupa uang pesangon, uang pensiun, tunjangan dan jaminan hari tua.
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah UU Pengasilan Peraturan Direktur
Jendral Pajak Penghasilan nomor 31/Pj/2009 yang telah diubah menjadi 57/Pj/2009 tentang
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Ketentuan aturan pelaksanaannya selalu

dilakukan pembaharuan dengan sejalannya diberlakukannya UU Pajak Penghasilan (PPh).
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